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digital forensics; the legal admissibility and technical reliability of electronic
Interpretative evidence, limited attention has been given to how prosecutors
Phenomenological construct legal reasoning when evaluating digital evidence in
Analysis; prosecutorial practice. This study aims to explore prosecutors’
Prosecutorial Digital lived experiences in developing legal confidence toward electronic
Reasoning. evidence and to propose the conceptual framework of Prosecutorial

Digital Reasoning. The research adopts an interpretivist paradigm
using a  qualitative  design  based on  Interpretative
Phenomenological Analysis (IPA). Data were collected through
semi-structured interviews, document analysis, and non-participant
observation involving prosecutors with substantial experience in
handling criminal cases involving electronic evidence. Data
analysis followed the IPA procedures of initial noting, emergent
theme development, cross-case analysis, and conceptual synthesis
using NVivo Release 14. The findings indicate that prosecutorial
reasoning develops through an interpretative process integrating
technological understanding, forensic validation, professional
experience, collaboration with digital forensic experts, and
strategic legal reconstruction. These findings provide the
foundation for the proposed Prosecutorial Digital Reasoning
framework, which conceptualizes the evaluation of electronic
evidence as a dynamic and recursive cognitive-interpretative
process. The study contributes to the literature on electronic
evidence by extending existing normative and technical
perspectives toward the cognitive dimension of prosecutorial
decision-making. Practically, the proposed framework offers
implications  for  strengthening  prosecutorial — competence,
developing standardized electronic evidence evaluation guidelines,
and enhancing institutional capacity to address the challenges of
digital transformation within contemporary criminal justice
systems.
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Abstrak

Transformasi digital telah meningkatkan penggunaan bukti elektronik sebagai alat pembuktian
utama dalam perkara pidana. Meskipun berbagai penelitian telah membahas aspek legalitas dan
keandalan teknis bukti elektronik, masih sedikit kajian yang mengeksplorasi bagaimana jaksa
membangun penalaran ketika mengevaluasi bukti digital dalam praktik penuntutan. Penelitian
ini bertujuan mengeksplorasi pengalaman hidup (l/ived experience) jaksa dalam membangun
keyakinan hukum terhadap bukti elektronik serta mengembangkan kerangka konseptual
Prosecutorial Digital Reasoning. Penelitian menggunakan paradigma interpretivisme dengan
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pendekatan kualitatif melalui desain Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Data
dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, analisis dokumen, dan observasi non-
partisipatif terhadap jaksa yang memiliki pengalaman menangani perkara dengan bukti
elektronik. Analisis dilakukan melalui tahapan initial noting, pengembangan tema, analisis
lintas kasus, dan sintesis konseptual menggunakan NVivo Release 14. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penalaran jaksa dalam mengevaluasi bukti elektronik berkembang melalui
proses interpretatif yang mengintegrasikan pemahaman teknologi, validasi forensik,
pengalaman profesional, kolaborasi dengan ahli forensik digital, dan rekonstruksi argumentasi
hukum. Temuan tersebut menjadi dasar pengembangan kerangka Prosecutorial Digital
Reasoning, yang memandang evaluasi bukti elektronik sebagai proses kognitif-interpretatif
yang bersifat dinamis dan rekursif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori
pembuktian elektronik dengan memperluas fokus dari aspek normatif dan teknis menuju
dimensi kognitif dalam pengambilan keputusan penuntutan. Secara praktis, kerangka yang
diusulkan dapat menjadi dasar penguatan kompetensi jaksa, penyusunan pedoman evaluasi
bukti elektronik, dan pengembangan kapasitas institusi penegak hukum dalam menghadapi
transformasi digital sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: bukti elektronik; penalaran jaksa; forensik digital; Interpretative Phenomenological
Analysis; Prosecutorial Digital Reasoning

I PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar lanskap sistem peradilan pidana di berbagai
negara. Aktivitas komunikasi, transaksi keuangan, interaksi sosial, hingga penyelenggaraan
pemerintahan kini meninggalkan jejak digital yang semakin dominan sebagai sumber pembuktian
dalam perkara pidana (Klasén et al., 2024; Yulianingsih, 2026). Perkembangan tersebut menjadikan
bukti elektronik tidak lagi berfungsi sebagai alat bukti pendukung, tetapi telah bergeser menjadi pusat
konstruksi pembuktian pada berbagai tindak pidana seperti korupsi, kejahatan siber, pencucian uang,
terorisme, dan kejahatan ekonomi lintas negara (Horsman, 2023). Pergeseran ini menghadirkan
tantangan baru bagi sistem peradilan karena validitas putusan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan
teknologi forensik digital, tetapi juga oleh kemampuan aktor hukum dalam menginterpretasikan
informasi digital menjadi fakta hukum yang memiliki nilai pembuktian (Sandoval et al., 2024; Kossay,

2026).

Berbeda dengan alat bukti konvensional yang dapat diamati secara langsung, bukti elektronik
memiliki karakteristik yang bersifat tidak kasatmata, mudah dimodifikasi, tersebar pada berbagai
platform digital, serta sangat bergantung pada prosedur akuisisi, preservasi, analisis, dan dokumentasi
yang memenuhi standar ilmiah (Al Zobi & Qomum, 2026; Nabi et al., 2022; Ramadani et al., 2025).
Kompleksitas tersebut menyebabkan penilaian terhadap bukti elektronik tidak pernah sepenuhnya
bersifat mekanis. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik digital tetap memerlukan proses
interpretasi hukum agar dapat dikonstruksi menjadi argumentasi penuntutan yang koheren di
persidangan (W.-J. et al., 2023). Dengan demikian, efektivitas pembuktian tidak hanya ditentukan oleh
kualitas teknologi forensik, tetapi juga oleh proses penalaran yang dilakukan oleh jaksa ketika
mengevaluasi reliabilitas, autentisitas, relevansi, dan kekuatan probatif dari bukti digital (Aberna &

Agilandeeswari, 2024).

Literatur mengenai pembuktian elektronik berkembang sangat pesat dalam dua dekade terakhir,

namun menunjukkan kecenderungan yang relatif terfragmentasi. Sebagian besar penelitian berfokus
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pada aspek normatif mengenai admissibility alat bukti elektronik, pengaturan chain of custody,

perlindungan integritas data digital, dan harmonisasi regulasi pembuktian elektronik (Gohoungodji et
al., 2023). Kelompok penelitian lain lebih menitikberatkan pada pengembangan teknologi forensik
digital, metode ekstraksi data, kecerdasan buatan untuk investigasi digital, serta peningkatan akurasi
identifikasi bukti elektronik (Pisani et al., 2025; Tynkkynen et al., 2022). Meskipun memberikan
kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu hukum dan forensik digital, kedua pendekatan
tersebut masih memperlakukan bukti elektronik sebagai objek teknis yang dapat dinilai secara objektif
melalui prosedur ilmiah. Perspektif tersebut cenderung mengabaikan kenyataan bahwa makna hukum
suatu bukti digital tidak lahir secara otomatis dari hasil pemeriksaan forensik, melainkan dibentuk
melalui proses interpretasi profesional oleh aktor yang menggunakan bukti tersebut dalam praktik

peradilan (Benk et al., 2025; Conteduca et al., 2025).

Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya theoretical gap yang penting. Penelitian terdahulu lebih
banyak memosisikan pembuktian elektronik sebagai persoalan validitas teknis dan kepatuhan
prosedural, sementara dimensi kognitif yang membentuk proses pengambilan keputusan penuntutan
masih relatif kurang dipahami (Bérubé et al., 2025; Brown et al., 2024). Padahal, keputusan untuk
menerima, meragukan, atau menggunakan bukti elektronik sebagai dasar pembuktian merupakan hasil
proses penalaran yang melibatkan pengalaman profesional, pemahaman teknologi, interpretasi norma
hukum, komunikasi dengan ahli forensik digital, serta pertimbangan strategis mengenai risiko
pembuktian di persidangan (Ng et al., 2024; Sachoulidou, 2023). Dengan kata lain, pembuktian
elektronik merupakan proses interpretatif yang dibentuk melalui interaksi antara pengetahuan teknis,
pengalaman institusional, dan konstruksi makna hukum. Keterbatasan tersebut juga menunjukkan

adanya empirical gap.

Penelitian mengenai jaksa selama ini umumnya berfokus pada diskresi penuntutan, strategi
pembuktian, kebijakan penuntutan, atau independensi kelembagaan. Sangat sedikit penelitian yang
mengeksplorasi bagaimana jaksa mengalami, memahami, dan membangun keyakinan terhadap bukti
elektronik dalam praktik sehari-hari (Miller, 2023; Taiwo & Tade, 2025). Akibatnya, dinamika
pengalaman profesional yang membentuk pola pikir jaksa ketika berhadapan dengan bukti digital
masih menjadi "black box" dalam literatur hukum pidana maupun forensik digital. Padahal, variasi
pengalaman, tingkat literasi digital, budaya organisasi, serta intensitas interaksi dengan ahli forensik
dapat menghasilkan pola penalaran yang berbeda meskipun karakteristik bukti elektronik yang

dihadapi relatif serupa.

Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi karena
pendekatan ini memungkinkan eksplorasi terhadap lived experience jaksa dalam membangun makna
atas bukti elektronik selama proses pembuktian (Degenshein, 2024; Ng et al., 2025). Berbeda dengan
pendekatan normatif yang menitikberatkan pada kepatuhan terhadap aturan hukum atau pendekatan

kuantitatif yang berupaya mengukur hubungan antarvariabel, fenomenologi berusaha mengungkap
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struktur pengalaman, proses refleksi, dan mekanisme penalaran yang mendasari keputusan profesional
(Huson et al., 2024; Kuiper et al., 2023). Melalui perspektif ini, pembuktian elektronik dipahami
sebagai proses konstruksi makna yang melibatkan interaksi berkelanjutan antara fakta digital,

interpretasi hukum, pengalaman profesional, dan konteks institusional.

Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada penggunaan pendekatan fenomenologi dalam kajian
pembuktian elektronik, tetapi terutama pada pengembangan perspektif konseptual yang memosisikan
penilaian bukti digital sebagai prosecutorial digital reasoning, yaitu proses kognitif-interpretatif yang
menjelaskan bagaimana jaksa membangun keyakinan hukum terhadap bukti elektronik melalui
integrasi pengetahuan teknologi, pengalaman profesional, penalaran hukum, dan interaksi dengan ahli
forensik digital. Konseptualisasi ini memperluas literatur yang selama ini lebih menekankan aspek
legalitas atau aspek teknis pembuktian dengan menghadirkan dimensi kognitif sebagai elemen sentral
dalam evaluasi bukti elektronik. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan
mengeksplorasi bagaimana jaksa membangun penalaran ketika mengevaluasi bukti elektronik,
bagaimana pengalaman profesional membentuk interpretasi terhadap hasil forensik digital, serta

bagaimana proses tersebut memengaruhi konstruksi argumentasi penuntutan di persidangan.

Penelitian ini diharapkan memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, memperluas pengembangan
teori mengenai hubungan antara penalaran hukum, pengambilan keputusan profesional, dan
pembuktian elektronik. Kedua, menawarkan kerangka konseptual Prosecutorial Digital Reasoning
sebagai perspektif baru dalam studi forensik digital dan hukum acara pidana. Ketiga, memberikan
implikasi praktis bagi pengembangan kompetensi jaksa, penyusunan pedoman evaluasi bukti
elektronik, serta penguatan kapasitas institusi penegak hukum dalam menghadapi transformasi digital

sistem peradilan pidana.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Research Philosophy

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretivisme, yang memandang bahwa realitas sosial
dibentuk melalui pengalaman subjektif dan proses konstruksi makna. Dalam konteks penelitian ini,
penalaran jaksa terhadap bukti elektronik dipahami sebagai proses interpretatif yang dipengaruhi oleh
pengalaman profesional, pemahaman terhadap teknologi forensik digital, interaksi dengan ahli
forensik, norma hukum, dan konteks kelembagaan. Paradigma ini dipilih karena memungkinkan
eksplorasi secara mendalam mengenai bagaimana jaksa membangun keyakinan hukum ketika

mengevaluasi bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana.
B. Research Design

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Interpretative Phenomenological
Analysis (IPA) (Rajasinghe et al., 2024; Smith, 2025). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan

memahami pengalaman hidup (/ived experience) dan proses penalaran profesional jaksa ketika
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mengevaluasi bukti elektronik. Berbeda dengan Grounded Theory yang berorientasi pada

pembentukan teori atau Case Study yang berfokus pada analisis suatu kasus tertentu, IPA
memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap bagaimana individu menginterpretasikan pengalaman
profesionalnya. Dengan demikian, pendekatan ini sesuai untuk mengidentifikasi dinamika kognitif

yang membentuk Prosecutorial Digital Reasoning.
C. Research Setting and Participants

Penelitian dilaksanakan pada beberapa Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di Indonesia yang
menangani perkara dengan penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti utama. Partisipan dipilih
menggunakan criterion purposive sampling, yaitu memilih jaksa yang memenuhi kriteria pengalaman
substantif dalam menangani perkara yang melibatkan bukti elektronik. Kriteria tersebut meliputi
pengalaman menangani perkara dengan bukti elektronik, keterlibatan dalam proses pembuktian di
persidangan, pengalaman berinteraksi dengan ahli forensik digital, serta kesediaan untuk berpartisipasi
secara sukarela. Jumlah partisipan tidak ditentukan sejak awal, tetapi mengikuti prinsip information
power, schingga proses rekrutmen dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah cukup untuk
menjawab tujuan penelitian dan wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan pemahaman konseptual

baru.

Tabel 1. Participant Selection Criteria
Criteria Description
Professional role | Public prosecutor who has actively participated in the investigation and
prosecution of criminal cases.
Case experience | Has handled one or more criminal cases involving electronic evidence, including
digital documents, electronic communications, or digital forensic reports.

Professional Possesses substantial prosecutorial experience relevant to the objectives of this
experience study, enabling in-depth reflection on evidentiary reasoning.

Digital forensic Has collaborated with digital forensic experts or investigators during the
interaction assessment and presentation of electronic evidence in criminal proceedings.
Participation Voluntarily agreed to participate in the study and provided informed consent in

accordance with research ethics requirements.
Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026

D. Data Collection

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (semi-structured interviews), analisis dokumen, dan
observasi non-partisipatif. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel
sehingga memungkinkan eksplorasi terhadap pengalaman partisipan mengenai proses memahami
laporan forensik digital, mengevaluasi autentisitas bukti elektronik, menghadapi ketidakpastian teknis,
membangun keyakinan hukum, serta menyusun argumentasi penuntutan. Analisis dokumen dilakukan
terhadap dokumen hukum yang relevan, seperti surat dakwaan, surat tuntutan, putusan pengadilan, dan
laporan hasil pemeriksaan forensik digital untuk memberikan konteks terhadap pengalaman partisipan.
Observasi non-partisipatif dilakukan, apabila memperoleh persetujuan institusi, untuk memahami

bagaimana bukti elektronik digunakan dalam proses persidangan. Seluruh wawancara direkam dengan
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persetujuan partisipan, ditranskripsikan secara verbatim, diverifikasi terhadap rekaman asli, dan

dianonimkan sebelum dianalisis.
E. Data Analysis

Analisis data menggunakan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Proses analisis dimulai
dengan pembacaan berulang terhadap seluruh transkrip untuk memperoleh pemahaman menyeluruh
mengenai pengalaman partisipan. Selanjutnya dilakukan initial noting terhadap aspek deskriptif,
linguistik, dan konseptual yang muncul dalam narasi wawancara. Tahap berikutnya adalah
pengembangan emergent themes, identifikasi hubungan antartema, serta analisis lintas kasus (cross-
case analysis) untuk menemukan pola penalaran yang konsisten maupun variasi pengalaman
antarpartisipan. Seluruh tema kemudian disintesis menjadi kerangka konseptual Prosecutorial Digital
Reasoning. Proses pengkodean dan pengelolaan data dilakukan menggunakan NVivo Release 14

sehingga seluruh keputusan analitis terdokumentasi melalui audit trail.

Tabel 2. Analytical Procedure

experiences.

Stage Analytical Activity Expected Output
Familiarization | Repeated reading and immersion in interview transcripts to | Comprehensive
gain a comprehensive understanding of participants' lived | understanding of

participants' narratives

Initial noting

Identification of descriptive, linguistic, and conceptual
comments to capture significant aspects of participants’
reasoning processes.

Initial codes reflecting
meaningful units of analysis

identification

among emergent themes within each participant's account.

Theme Organization and abstraction of initial codes into emergent | Individual experiential
development experiential themes representing participants' perspectives. | themes
Pattern Examination of relationships and hierarchical connections | Conceptual categories

explaining prosecutorial
reasoning

reasoning in assessing electronic evidence.

Cross-case Systematic comparison of themes across all participants to | Shared and divergent
analysis identify similarities, differences, and recurring patterns. reasoning patterns
Conceptual Integration of the analytical findings into a coherent Prosecutorial Digital
synthesis theoretical framework describing prosecutorial digital Reasoning Framework

(conceptual model)

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026

F. Researcher Reflexivity

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini sehingga refleksivitas dilakukan secara
berkelanjutan melalui penyusunan reflexive journal untuk mendokumentasikan asumsi, keputusan
metodologis, dan proses interpretasi. Selain itu, peer debriefing dilakukan dengan peneliti lain yang
memiliki keahlian di bidang hukum pidana, forensik digital, dan metodologi kualitatif guna

meminimalkan bias interpretasi.
G. Trustworthiness

Keabsahan penelitian dijamin melalui penerapan prinsip credibility, transferability, dependability, dan
confirmability. Credibility diperkuat melalui triangulasi metode dan sumber data, member checking,
serta peer debriefing. Transferability diwujudkan melalui penyajian deskripsi kontekstual yang rinci

mengenai lingkungan penelitian dan karakteristik partisipan. Dependability dijaga melalui

50 JAKSA - Jurnal Kajian I[lmu Hukum dan Politik | Vol. 4, No. 3, Juli 2026



Dinamika Penalaran Jaksa Bukti Elektronik...
dokumentasi seluruh proses penelitian dalam bentuk audit trail, sedangkan confirmability diperkuat

melalui reflexive journal, negative case analysis, dan investigator triangulation.
H. Reporting Standards

Pelaporan penelitian mengikuti pedoman COREQ (Consolidated Criteria for Reporting Qualitative
Research) untuk memastikan transparansi dan kelengkapan pelaporan penelitian kualitatif berbasis

wawancara.
1. Ethical Considerations

Penelitian dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari komite etik yang berwenang. Seluruh
partisipan memberikan informed consent sebelum wawancara dilakukan. Identitas partisipan
disamarkan menggunakan kode anonim, dan seluruh data disimpan secara aman dengan akses terbatas.

Data hanya digunakan untuk kepentingan penelitian sesuai dengan prinsip integritas ilmiah.

| Paradigma Penelitian (Interpretivisme) |
v

| Desain Penelitian (Interpretative Phenomenological Analysis) |

v

| Penentuan Partisipan (Criterion Purposive Sampling) |

| Pengumpulan Data (Semi-Structured Interviews « Dokumen ¢ Observasi) |

v
Analisis Data Kualitatif (NVivo 14)
(Familiarization e Initial Noting « Theme Development * Pattern ID  Cross-Case Analysis » Conceptual Synthesis)

v
| Refleksivitas Peneliti (Reflexive Journal) |

v
Keabsahan Penelitian (Credibility » Transferability  Dependability » Confirmability) |
v

| Standar Pelaporan Kualitatif (COREQ) |

v
| Pertimbangan Etis (Informed Consent) |

I Output: Kerangka Prosecutorial Digital Reasoning |
Gambar 1. Flowchart kualitatif IPA. Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Analisis menggunakan [Inferpretative Phenomenological Analysis (IPA) terhadap data wawancara,
dokumen pendukung, dan catatan observasi menghasilkan lima tema utama yang menggambarkan
bagaimana jaksa membangun penalaran dalam mengevaluasi bukti elektronik pada perkara pidana.
Kelima tema tersebut muncul secara konsisten dalam proses cross-case analysis, meskipun terdapat
variasi pengalaman profesional, jenis perkara yang ditangani, serta intensitas interaksi dengan ahli
forensik digital. Secara keseluruhan, temuan mengindikasikan bahwa proses penalaran tidak
berlangsung secara linear, melainkan berkembang melalui interaksi berulang antara pemahaman

teknologi, evaluasi hukum, pengalaman profesional, dan komunikasi lintas disiplin.
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Tabel 3. Hasil Analisis IPA

Tema Deskripsi Fenomenologis Makna terhadap Penalaran
Jaksa

Pemahaman karakteristik | Jaksa mempelajari asal-usul dan Menjadi dasar interpretasi awal

bukti digital karakteristik teknis bukti elektronik

Validasi bertingkat Bukti elektronik diverifikasi melalui Membangun keyakinan hukum
pembandingan dengan alat bukti lain

Pengalaman sebagai Pengalaman perkara sebelumnya Mengurangi ketidakpastian

acuan memengaruhi evaluasi bukti

Kolaborasi dengan ahli Terjadi dialog intensif dengan ahli Menghubungkan aspek teknis
forensik digital dan hukum

Rekonstruksi argumentasi | Bukti digital diubah menjadi narasi Memperkuat argumentasi
pembuktian penuntutan

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026
Tema pertama menunjukkan bahwa para partisipan memulai evaluasi terhadap bukti elektronik dengan
memahami karakteristik teknisnya. Mereka tidak hanya membaca laporan hasil pemeriksaan forensik
digital, tetapi juga berusaha memahami bagaimana data diperoleh, apakah prosedur akuisisi telah
memenuhi standar, serta apakah terdapat kemungkinan perubahan data selama proses penyitaan atau

analisis. Salah seorang partisipan, misalnya, menyampaikan:

"Laporan forensik menjadi dasar, tetapi kami tetap harus memahami bagaimana data itu
diambil agar yakin bahwa bukti tersebut benar-benar merepresentasikan fakta yang

terjadi.” (P3)

Narasi tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman teknologi dipandang sebagai prasyarat sebelum
bukti elektronik memperoleh makna hukum dalam proses pembuktian. Tema kedua memperlihatkan
adanya proses validasi yang dilakukan secara berulang. Para partisipan menggambarkan bahwa hasil
forensik digital selalu dibandingkan dengan keterangan saksi, dokumen, rekaman komunikasi,
transaksi elektronik, maupun alat bukti lainnya. Proses ini tidak dilakukan sekali, tetapi terus berulang
selama penyusunan surat dakwaan hingga persidangan berlangsung. Tema ketiga menunjukkan bahwa
pengalaman profesional menjadi faktor penting dalam membangun keyakinan terhadap bukti
elektronik. Jaksa yang telah beberapa kali menangani perkara berbasis bukti digital cenderung lebih
cepat mengenali pola-pola tertentu, seperti inkonsistensi metadata atau kelemahan dalam dokumentasi
chain of custody. Sebaliknya, partisipan yang relatif baru mengaku lebih sering meminta klarifikasi

kepada ahli forensik sebelum mengambil keputusan.

Tema keempat berkaitan dengan kolaborasi antara jaksa dan ahli forensik digital. Partisipan
menjelaskan bahwa komunikasi tidak berhenti pada penerimaan laporan laboratorium, tetapi berlanjut
dalam bentuk diskusi mengenai metode ekstraksi, reliabilitas perangkat lunak, keterbatasan hasil
analisis, hingga kemungkinan interpretasi alternatif terhadap data digital. Hubungan tersebut
dipersepsikan sebagai proses saling melengkapi dalam membangun pemahaman terhadap bukti
elektronik. Tema kelima menunjukkan bahwa seluruh informasi digital pada akhirnya direkonstruksi
menjadi argumentasi hukum yang dapat dipahami oleh hakim. Para partisipan menjelaskan bahwa

informasi teknis harus diterjemahkan ke dalam kronologi perkara dan dihubungkan dengan unsur-
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unsur tindak pidana. Dengan demikian, nilai pembuktian tidak semata-mata berasal dari keberadaan

data digital, tetapi dari kemampuan jaksa menyusun narasi hukum yang koheren berdasarkan data

tersebut.

Analisis lintas kasus memperlihatkan bahwa kelima tema tersebut saling berhubungan dan membentuk
suatu proses yang bersifat siklik. Ketika muncul informasi baru selama persidangan, para partisipan
kembali meninjau interpretasi awal, melakukan validasi ulang terhadap hasil forensik, serta
menyesuaikan strategi pembuktian. Temuan ini mengindikasikan bahwa penalaran jaksa berkembang

secara dinamis sesuai dengan perkembangan fakta persidangan.
Pembahasan

Temuan ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap bukti elektronik tidak dapat dipahami hanya
sebagai proses penerapan prosedur hukum atau verifikasi teknis. Sebaliknya, penalaran jaksa
berkembang melalui proses interpretatif yang mengintegrasikan pemahaman teknologi, pengalaman
profesional, interaksi dengan ahli forensik digital, dan konstruksi argumentasi hukum. Gambaran ini
memperkuat asumsi interpretivisme bahwa makna tidak melekat secara otomatis pada suatu objek,
tetapi dibangun melalui pengalaman dan proses refleksi para aktor yang terlibat (Heiland, 2025;
Phillips, 2023). Tema mengenai pemahaman karakteristik bukti digital menunjukkan bahwa literasi
teknologi merupakan prasyarat penting dalam praktik penuntutan modern. Meskipun laporan forensik
digital memberikan informasi ilmiah mengenai kondisi suatu bukti, partisipan tetap berupaya
memahami konteks teknis di balik laporan tersebut sebelum mengaitkannya dengan unsur-unsur
tindak pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil pemeriksaan forensik belum secara otomatis
menghasilkan  keyakinan hukum, melainkan harus melalui proses interpretasi yang

mempertimbangkan konteks perkara secara menyeluruh.

Validasi bertingkat yang ditemukan dalam hal ini juga menunjukkan bahwa keyakinan terhadap bukti
elektronik dibangun melalui integrasi berbagai sumber informasi. Bukti digital diperlakukan sebagai
salah satu komponen dalam keseluruhan konstruksi pembuktian, bukan sebagai alat bukti yang berdiri
sendiri. Dengan demikian, kekuatan pembuktian lahir dari konsistensi hubungan antara bukti
elektronik, keterangan saksi, dokumen, serta fakta-fakta lain yang terungkap dalam proses penyidikan
maupun persidangan (Dmitrieva & Pastukhov, 2023; Stoykova, 2024). Pengalaman profesional
muncul sebagai mekanisme yang membantu jaksa menghadapi ketidakpastian ketika mengevaluasi
bukti elektronik. Pengalaman menangani perkara sebelumnya memungkinkan mereka mengenali pola-
pola tertentu, mengantisipasi kelemahan bukti, serta mengambil keputusan secara lebih percaya diri.
Temuan  ini menunjukkan bahwa kompetensi dalam menangani bukti elektronik tidak hanya
diperoleh melalui pelatihan formal, tetapi juga berkembang melalui akumulasi pengalaman praktik.
Interaksi dengan ahli forensik digital dalam hal ini memperlihatkan bahwa proses pembuktian bersifat
multidisipliner. Ahli forensik menyediakan penjelasan teknis mengenai data digital, sedangkan jaksa

bertanggung jawab menerjemahkan informasi tersebut ke dalam argumentasi hukum yang relevan
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(Hefetz, 2025; Spyropoulos et al., 2023). Kolaborasi semacam ini menunjukkan bahwa kualitas
pembuktian sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antara disiplin hukum dan ilmu forensik

digital.

Berdasarkan keseluruhan tema tersebut, konsep Prosecutorial Digital Reasoning, yaitu suatu proses
kognitif-interpretatif yang terdiri atas empat dimensi utama: pemahaman teknologi, pengalaman
profesional, kolaborasi dengan ahli forensik digital, dan penalaran hukum. Keempat dimensi tersebut
bekerja secara simultan dalam membentuk keyakinan hukum terhadap bukti elektronik dan
menghasilkan argumentasi penuntutan yang koheren. Secara konseptual, kerangka Prosecutorial
Digital Reasoning menawarkan perspektif yang melengkapi pendekatan-pendekatan sebelumnya yang
lebih menekankan aspek legalitas formal atau reliabilitas teknologi. Melalui perspektif ini, bukti
elektronik dipahami bukan hanya sebagai objek teknis yang diverifikasi secara ilmiah, tetapi juga
sebagai informasi yang memperoleh makna hukum melalui proses interpretasi profesional oleh jaksa.
Oleh karena itu, penelitian aktual di masa mendatang diharapkan dapat menguji, memperkaya, atau
memodifikasi kerangka konseptual ini berdasarkan temuan empiris dari berbagai konteks penegakan

hukum.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana jaksa membangun penalaran dalam mengevaluasi
bukti elektronik pada proses pembuktian perkara pidana melalui pendekatan [Interpretative
Phenomenological Analysis (IPA). Berdasarkan kerangka konseptual yang disusun, penelitian ini
menemukan bahwa evaluasi terhadap bukti elektronik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai
proses penerapan ketentuan hukum acara atau verifikasi teknis hasil pemeriksaan forensik digital.
Sebaliknya, penilaian terhadap bukti elektronik merupakan proses interpretatif yang melibatkan
integrasi antara pemahaman teknologi, pengalaman profesional, penalaran hukum, komunikasi dengan
ahli forensik digital, serta konteks kelembagaan tempat jaksa menjalankan fungsi penuntutan. Secara
konseptual, penelitian ini menawarkan kerangka Prosecutorial Digital Reasoning sebagai perspektif
yang menjelaskan bahwa keyakinan hukum terhadap bukti elektronik dibangun melalui proses kognitif
yang bersifat dinamis, reflektif, dan rekursif. Dalam kerangka tersebut, bukti elektronik tidak
diposisikan sebagai objek yang secara otomatis memiliki nilai pembuktian karena telah melalui proses
forensik digital, melainkan sebagai informasi yang memperoleh makna hukum melalui proses
interpretasi profesional yang dilakukan oleh jaksa. Dengan demikian, kualitas pembuktian tidak hanya
ditentukan oleh reliabilitas teknologi forensik digital, tetapi juga oleh kemampuan jaksa
menghubungkan informasi teknis dengan unsur-unsur tindak pidana, fakta persidangan, serta strategi

pembuktian yang koheren.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada perluasan kajian pembuktian elektronik yang selama ini
lebih banyak berorientasi pada aspek normatif mengenai admissibility, chain of custody, dan

keabsahan prosedural, maupun pada aspek teknis mengenai akurasi forensik digital. Penelitian ini
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mengusulkan dimensi baru berupa penalaran kognitif jaksa sebagai penghubung antara teknologi

digital dan konstruksi pembuktian hukum. Oleh karena itu, Prosecutorial Digital Reasoning dapat
dipandang sebagai lensa konseptual yang memperkaya literatur hukum acara pidana, pengambilan
keputusan profesional, dan forensik digital dengan menempatkan proses interpretasi sebagai elemen
sentral dalam pembentukan nilai pembuktian bukti elektronik. Dari sisi praktis, penelitian ini
mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas institusi penuntutan tidak cukup hanya melalui
peningkatan kompetensi teknis di bidang forensik digital. Program pengembangan profesional bagi
jaksa juga perlu menitikberatkan pada penguatan literasi digital, kemampuan interpretasi terhadap
laporan forensik, penalaran berbasis bukti (evidence-based legal reasoning), serta mekanisme
kolaborasi yang lebih sistematis dengan ahli forensik digital. Selain itu, penyusunan pedoman nasional
mengenai evaluasi bukti elektronik yang mengintegrasikan aspek teknis, hukum, dan kognitif
berpotensi meningkatkan konsistensi serta kualitas pengambilan keputusan penuntutan dalam perkara
yang melibatkan bukti digital. Sebagai penelitian kualitatif berbasis fenomenologi konseptual ini
memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan ketika penelitian aktual dilaksanakan. Temuan nantinya
akan merefleksikan pengalaman partisipan dalam konteks kelembagaan tertentu sehingga tidak
dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik. Namun demikian, kedalaman eksplorasi
terhadap pengalaman profesional memungkinkan terbentuknya analytical transferability yang dapat
menjadi dasar bagi penelitian lanjutan pada konteks yurisdiksi, jenis tindak pidana, maupun sistem

peradilan yang berbeda.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji dan mengembangkan kerangka Prosecutorial Digital
Reasoning melalui pendekatan lintas yurisdiksi, studi komparatif antar-lembaga penegak hukum,
maupun desain mixed methods yang mengombinasikan eksplorasi fenomenologis dengan pengukuran
kuantitatif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penalaran jaksa. Pengembangan tersebut
diharapkan dapat memperkuat validitas konseptual kerangka yang diusulkan sekaligus memperluas
kontribusinya terhadap pengembangan teori pembuktian elektronik, forensik digital, dan sistem

peradilan pidana di era transformasi digital.
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